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ABSTRACT 

 

Umar Wirahadi Kusumah, 201720251025"Criminal Acts in Bankruptcy CasesAccording to 

Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations". 

Loss is a condition in which a person does not benefit from what they have spent 

(capital). In the event of bankruptcy, the curator has full power after the bankruptcy decision is 

rendered by the judge. Legal actions taken by the curator that cause harm to the parties either 

intentionally or due to negligence can be threatened with criminal law, because the intention or 

negligence is one of the elements in criminal law. The curator's responsibilities are divided into 2 

(two) namely curator responsibilities in his capacity as curator, and curator responsibilities in his 

non-curator capacity. Losses that arise as a result of the Curator's actions must be personally 

responsible for the Curator. Putu Supadmi explained that all losses that arise as a result of 

negligence or due to the unprofessionalism of the Curator are the responsibility of the Curator, 

therefore such losses cannot be charged to the bankruptcy estate. The criminal liability contained 

in Article 234 in conjunction with Article 72 in conjunction with Article 73 of the KPKPU Law 

does not explain in detail the criminal liability and criminal sanctions that can be imposed on the 

Curator who causes losses in the bankruptcy estate. Criminal sanctions and criminal liability can 

be drawn into the elements of the article in the Criminal Code and can also be tried through a 

criminal mechanism based on the Criminal Procedure Code. 

Keywords: Losses, Bankruptcy Asset Management, Curator's Punishment 
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ABSTRAK 

  

Umar Wirahadi Kusumah, 201720251025,“Tindak Pidana Dalam Kasus Pailit Ditinjau Dari 

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU)” 

Kerugian merupakan kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa 

yang telah mereka keluarkan (modal). Dalam hal tejadinya kepailitan, kurator mempunyai kuasa 

penuh setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Hakim. Tindakan hukum yang dilakukan kurator 

yang menyebabkan kerugian bagi para pihak baik karena kesengajaan maupun karena 

kelalaiannya dapat diancam dengan hukum pidana, karena kesengajaan ataupun kelalaian 

tersebut merupakan salah satu unsur dalam hukum pidana. Tanggung jawab kurator dibagi 

menjadi 2 (dua) yakni tanggung jawab sebagai kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator, dan 

tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya tidak sebagai kurator. Kerugian yang muncul 

sebagai akibat dari tindakan kurator ini harus dipertanggung jawabkan kurator secara pribadi. 

Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau 

karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, karenanya kerugian 

tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta pailit. Pertanggung jawaban secara pidana yang 

terdapat dalam Pasal 234 jo Pasal 72 jo Pasal 73 UU KPKPU tidak menjelaskan secara rinci 

mengenai pertanggung jawaban pidana beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

kurator yang menyebabkan kerugian dalam harta pailit. Sanksi pidana dan pertanggung jawaban 

pidana dapat ditarik kedalam unsur-unsur pasal didalam KUHP dan dapat juga diadili melalui 

mekanisme pidana yang berdasarkan KUHAP. 

 

Kata kunci : Kerugian, Pengurusan Harta Pailit, Pemidanaan Kurator 
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